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BAB II 

POLITIK ISLAM PEMERINTAH HINDIA-BELANDA 

 

Sikap pemerintah Hindia-Belanda terhadap bangsa Indonesia pada dua 

dasawarsa terakhir abad ke-19 hingga dua dasawarsa awal abad ke-20, mengalami 

gejolak yang signifikan.Hal ituterjadi sebab pada masa tersebut dikenal sebagai masa 

puncak abad imperialisme, yang merupakan masa keemasan bagi bangsa-bangsa yang 

bernafsu membentuk kekaisaran.1 

Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa mayoritas penduduk 

yang dijajahnya di kepulauan Nusantara ini merupakan beragama Islam. Sehingga 

dalam menghadapi rakyat Indonesia Belanda memerlukan senjata berupa 

pengetahuan yang mendalam mengenai Islam. Sebab tidak dipungkiri bahwa 

beberapaperlawanan yang timbul di berbagai daerah seperti perang Paderi (1821-

1827), perang Diponegoro (1825-1830), perang Aceh (1873-1903) dan lain-lainnya, 

pada kenyataannya tidak terlepas dari pengaruh ajaran agama Islam. Namun, karena 

pada masa itu Belanda belum memiliki pengetahuan yang tepat tentang Islam, maka 

mula-mula Belanda mengambil sikap aman dengan tidak mencampuri urusan agama 

Islam secara langsung, karena khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang 

Islam yang fanatik, tetapi di lain pihak Belanda masih berharap dan sangat percaya 

                                                           
1Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1985) 9. 
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diri bahwa proses kristenisasi yang terus berjalan mampu menyelesaiakan segala 

persoalan sehingga proses kolonialisasi dapatdapat terus berlangsung.2 

Dengan demikian pemerintah Belanda tidak memiliki kebijaksanaan yang 

jelas mengenai persoalan Islam.Hal ini karena, selain Belanda tidak memiliki cukup 

pengetahuan yang mendalam mengenai Islam dan bahasa Arab, mereka juga belum 

mengetahui sistem sosial yang ada dalam Islam. Sehingga Belanda enggan dalam 

memberikan bantuan dana bagi kegiatan umat Islam seperti pembangunan suatu 

masjid. Namun, kebijaksanaan untuk tidak mencampuri agama ini nampak tidak 

konsisten, karena tidak adanya batasan yang jelas. Misalnya dalam masalah haji, 

pemerintah kolonial berusaha untuk memberikan batasan-batasan kepada orang-orang 

Islam di Indonesia yang pergi naik haji ke Mekkah, karena mereka dianggap sebagai 

biang keladi penyebaran agitasi dan pemberontakan di Indonesia3. Di sinilah terlihat 

bahwa kebijaksanaan Belanda tidak mencampuri urusan agama hanya bersifat 

sementara, karena belum dikuasainya masalah Islam sepenuhnya. 

Setelah kedatangan seorang Belanda yang ahli mengenai Islam bernama 

Snouck Hurgronje pada tahun 1889, barulah pemerintah Hindia Belanda memiliki 

kebijaksanaan yang jelas mengenai masalah Islam. Melalui Snouck Hurgronje 

pemerintah Hindia Belanda memperoleh banyak pengetahuan mengenai Islam, 

sehingga mampu melawan ketakutan terhadap potensi kekuatan Islam.Sebagai 

                                                           
2Ibid., 9. 
3 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 39. 
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kolonialis, pemerintah Belanda memerlukan inlandsch politiek, yakni kebijaksanaan 

mengenai pribumi, untuk memahami dan menguasai pribumi. Untuk itu, Snouck 

Hurgronje dengan ide politik Islam yang ditawarkannya, berhasil menemukan seni 

memahami dan menguasai penduduk yang sebagian besar muslim itu. Dialah “arsitek 

keberhasilan politik Islam yang paling legendaris,” yang melengkapi pengetahuan 

Belanda tentang Islam terutama bidang sosial dan politik. 

Melalui Snouck, ketidaktahuan Belanda tentang ancaman yang diberikan 

Islam akhirnya mampu mereka ketahui, yaitu pengetahuan bahwa musuh 

kolonialisme yang sesungguhnya merupakan bukan Islam sebagai agama, melainkan 

Islam sebagai doktrin politik. Berdasarkan pengetahuan inilah, Belanda mulai jelas 

dan tegas dalam membuat kebijakan terhadap Islam dengan berpedoman pada tiga 

pilar politik Islam milik Snouck Hurgronje, yakni: 1. Terhadap dogma agama dan 

perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral. 2. 

Masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam, menuntut penghormatan. 

3. Tiada satu pun bentuk Pan Islam boleh diterima oleh kekuasaan Eropa.4 Di bawah 

ini, pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan politik Islam pemerintah Belanda 

yang dititikberatkan pada tiga masalah di atas: 

A. Kebijakan Netral Terhadap Agama 

Sikap pemerintah Hindia dalam menghadapi kenyataan bahwa mayoritas 

masyarakat Indonesi meruopakan muslim, tidak terlepas dari usul-usul Snouck 

                                                           
4Suminto, Politik Islam Hindia Belnada, 12. 
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Hurgronje yang dalam hal ini membagi Islam ke dalam dua golongan yakni Islam 

religius dan Islam politik. Untuk menghadapi golongan yang pertama yakni Islam 

religius, pemerintah Belanda disarankan untuk toleransi dan tidak mencampuri 

urusan keagamaan, karena pada Islam religius ini tidak dikhawatirkan muncul 

ancaman yang mengganggu stabilitas dan keamanan5. Untuk itu pemerintah 

Belanda mengeluarkan Undang-Undang Hindia Belanda ayat 119 RR yang 

berbunyi bahwa: “setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak 

kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan 

umum hukum agama”.  

Namun, karena latarbelakang hubungan Belanda dengan Pribumi ini tidak 

terlepas dari hubungan sesama umat beragama yakni antara pemerintah Belanda 

yang umumnya beragama Kristen dan penduduk pribumi yang beragama Islam, 

ditambah lagi dengan hasrat yang menggebu dari pemerintah Belanda yang ingin 

tetap menguasai bangsa Indonesia, mengakibatkan pemerintah kolonial tidak akan 

mampu memperlakukan agama pribumi sama dengan agamanya sendiri.  Dengan 

demikian, karena latar belakang inilah diketahui bahwa mengapa sering terjadi 

diskriminasi dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan agama, meskipun 

telah dinyatakan bahwa pemerintah Belanda bersikap netral terhadap agama. Oleh 

karena itu, untuk mengupas lebih dalam mengenai kebijakan netral terhadap 

agama ini patut kita ketahui mengenai kedudukan Islam dan Kristen, serta sikap 

netral pemerintah Belanda baik teori maupun praktinya. 

                                                           
5 Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, 44. 
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1. Islam dan Kristen 

Pada dasawarsa terakhir abad ke-19 pada parlemen Negara Belanda 

terjadi persaingan yang sengit antara partai agama dan partai 

nonagama.Persaingan ini terkait seberapa banyak masing-masing partai 

mampu memperoleh suara dalam pemilihan sebagai partai penguasa. Di mana 

pada masa ini partai nonagamalah yang memperoleh kemenangan dalam 

parlemen Belanda. Namun, pada peralihan abad ke-20 kemenangan beralih ke 

tangan partai agama yang berlanjut hingga tahun-tahun selanjutnya yakni pada 

tahun 1905, 1913 hingga selesainya Perang Dunia Kedua. Dengan demikian 

tampuk kekuasaan yang selama lima puluh tahun dipegang oleh partai 

nonagama yang Liberal berhasil diambil alih oleh partai agama yang 

mengakibatkan golongan agama semakin kuat dan membawa pemerintahan 

Belanda ke prinsip Kristen. 

Dengan berkuasanya kembali partai agama, maka semangat zending 

mulai digalakkan lebih giat lagi. Hingga pada tahun 1909 Gubernur Jenderal 

Idenburg  yang berkuasa sampai tahun 1916, menyatakan bahwa “Belanda 

akan tetap menguasai Indonesia sampai agama Kristen menjadi agama bangsa 

Indonesia”. Sejak tahun 1909 inilah berbagai organisasi Kristen sangat cepat 

meningkatkan kegiatannya di Indonesia, hal ini tidak lain karena dukungan 

penuh yang diberikan pemerintah Belanda kepada para missionaris. Sampai 

pada awal abad ke-20, dukungan pemerintah Belanda terhadap kristenisasi 

masih terus dilancarkan. Namun, kristenisasi yang dilakukan terbatas pada 
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daerah yang nilai Islamnya lemah. Sedangkan bagi daerah  yang nilai 

Islamnya kuat seperti daerah Aceh misalnya, penasehat pemerintah Belanda 

seperti Snouck Hurgronje tidak merestui dilancarkannya kristenisasi. Karena 

bagi Snouck, umtuk menghadapi Islam yang kuat maka diperlukan cara yang 

halus, yaitu dengan menyalurkan semangat orang Islam kearah yang menjauhi 

agama Islam melalui asosiasi kebudayaan. 

Bahkan menurut R. A. Kern, agama Islam harus dihadapi dengan 

cara membawa pemeluknya ke tingkat yang lebih tinggi, karena menurutnya 

semua peraturan Islam dinilainya merupakan tangan paling besar bagi 

kemajuan. Namun, kemajuan yang diharapkan dapat mengalihkan pandangan 

orang Islam agar lalai dari ajaran Islam yang dianutnya, nampaknya justeru 

membawa masyarakat Indonesia ke dalam kemajuan, karena ternyata dalam 

banyak hal ajaran agama Islam mengakibatkan perubahan dan modernisasi, 

sehingga pemerintah Belanda berjuang untuk membatasi pengaruh Islam itu 

dengan mendukung kepala adat dan menggalakkan rasa kedaerahan. Tetapi di 

luar dugaan pemerintah Belanda, dengan digalakkannya rasa kedaerahan 

justeru membantu penyebaran agama Islam dan pengaruhnya di seluruh 

Indonesia.Selain itu, akibat yang ditimbulkan dari kegiatan kristenisasi ini 

yaitu kebangkitan Islam. Di mana ulama-ulama daerah yang sebelumnya 

merasa tenang dengan ibadahnya tanpa merasa ada ancaman, menjadi 

terganggu dan mengadakan reaksi yang hebat. 
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Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa persaingan antara 

pemerintah Belanda, Kristen dan Islam bukanlah persaingan segitiga 

melainkan persaingan yang bersifat dua lawan satu, yakni di mana pemerintah 

Belanda berkoalisi dengan Kristen untuk menghadapi Islam.Karena sebagian 

besar penduduk Indonesia beragama Islam, maka penguasaan masalah Islam 

adalah kunci pemecahan bagi terciptanya kelanggengan kolonialisasi. Oleh 

karena itu, diakui bahwa “ kristenisasi merupakan faktor penting dalam proses 

penjajahan dan zending Kristen merupakan rekan seperkutuan bagi pemrintah 

kolonial”. Sehingga pemerintah Belandan akan membantu semua masalah 

yang dihadapi dalam kegiatan perluasan zending. 

 

2. Netral Teori dan Praktik 

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk bersikap netral terhadap 

agama ini tertuang dalam Undang-undang Dasar Belanda ayat 119 tahun 1885 

yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan 

beragama dan menyatakan netral dalam masalah agama, kecuali bila aktivitas 

agama tersebut dinilai mengganggu ketertiban keamanan. Jika sepintas 

dipahami makna netral terhadap agama tersebut, pastinya yang terbesit yakni 

keengganan pemerintah Belanda untuk tidak memihak dan tidak ikut campur 

tangan sama sekali terhadap semua agama yang ada di Indonesia kala itu. 

Namun kenyataaan yang didapatkan tidak sesuai isi teks undang-undang yang 

digaungkan. Pemerintah Belanda memiliki sikap yang cenderung tidak 
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konsisten terhadap kebijakan yang dikeluarkannya sendiri. Hal ini tercermin 

dalam kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Indonesia sebagaimana 

berikut ini: 

a. Terhadap masyarakat animis, pemerintah Belanda melarang kebiasaan-

kebiasaan tertentu mereka, misalnya: menjadikan manusia sebagai kurban 

pemujaan, perang balas dendam, potong kepala, dan sebagainya. 

b. Terhadap masyarakat Hindu, pemerintah Belanda melarang kebiasaan 

yang mewajibkan seorang janda membakar diri ketika suaminya 

meninggal. 

c. Terhadap Islam, pemerintah Belanda tidak berkenan ikut campur dalam 

urusan pembangunan masjid, tetapi bersikap sangat waspada dan penuh 

curiga terhadap para haji, sehingga pada tahun 1859 pemerintah Belanda 

mengeluarjan suatu ordonansi yang mengatur masalah ibadah haji lebih 

ketat dari sebelumnya. 

d. Sedangkan terhadap Kristen, pemerintah Belanda bersikap sangat peduli 

terutama dalam hal pemberian bantuan bagi kegiatan keagamaan Kristen 

yang seringkali sangat tidak adil antara agama yang lainnya. Misalnya 

bantuan untuk Kristen berjumlah f. 1.666.300,-; sedangkan untuk Islam 

hanya berjumlah f. 3.950,-;. 

 

Berdasarkan kenyataan di atas, kebijakan netral terhadap agama yang 

dikeluarkan pemerintah Belanda ini, secara teori dan praktik tidak ada 
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kesinambungan. Di mana dalam teori pemerintah Belanda seakan-akan tidak mau 

ikut campur tangan terhadap urusan semua agama, namun pada kenyataannya 

pemerintah Belanda nampaknya tidak dapat menahan diri untuk terus mengatur 

dan mengawasi setiap gerak-gerik masyarakat jajahannya dengan berbagai siasat 

yang dikeluarkan baik melalui kebijaksanaan ataupun berbagai ordonansi. Hal ini 

dilakukan oleh pemerintah Belanda, karena memang pemerintah Belanda tidak 

benar-benar bersikap netral pada semua agama, tujuannya yakni demi 

terpeliharanya ketertiban keamanan dan demi kelestarian kekuasaannya di 

Indonesia.6 

 

B. Kebijakan Politik Asosiasi 

Jika kita menilik kembali pada primsip politik Islam milik Snouck 

Hurgronje di bidang kemasyarakatan adalah pemerintah Belanda hendaknya 

memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat Indonesia untuk digalakkan mendekati 

adat, kebiasaan atau budaya Belanda. Sehingga jika nanti telah didapati bahwa 

pribumi telah menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda, maka tujuan 

pemerintah Belanda untuk menguasai Islam dapat tercapai, yakni apabila orang 

Islam telah terbiasa dengan kebudayaan Belanda berarti mereka telah berhasil 

lepas dari batasan yang dibuat oleh aturan Islam, karena bagi pemerintah Belanda 

melalui aturan-aturan Islam itulah dikhawatikan pribumi Islam dapat melawan 

                                                           
6 Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, 38. 
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kekuasaannya. Berikut ini kebijakan pemerintah Belanda terkait politik asosiasi 

terhadap masyarakat Indonesia: 

1. Asosiasi dan Pemanfaatan Budaya 

Istilah asosiasi sering digunakan dalam pengertian yang sama dengan 

istilah asimilasi, namun sebenarnya ada perbedaan makna dari kedua istilah 

ini, yaitu jika “asosiasi”lebih bersifat mempertemukan antara dua negeri yang 

berbeda sebagai teman, maka “asimilasi” cenderung untuk menyatukan 

kedudukannya. Politik asosiasi ini memiliki tujuan untuk memperkuat ikatan 

antara negeri jajahan dengan negeri penjajahnya melalui pemanfaatan 

kebudayaan, di mana lapangan pendidikan menjadi garapan utamanya. 

Dengan adanya asosiasi ini maka Indonesia bias memanfaatkan kebudayaan 

Belanda tanpa mengabaikan kebudayaannya sendiri. 

Usaha yang dilakukan pemerintah Belanda ini dimaksudkan untuk 

memperkuat ikatan antara daerah jajahan dengan negara penjajahnya yang 

tidak terlepas dari usaha untuk memperkukuh eksistensi penjajahan itu 

sendiri. Di mana, konsep asosiasi sendiri adalah produk tipikal pada masa itu 

yang diharapkan mampu menjembatani jurang yang memisahkan antara 

Timur dan Barat dalam hal kultural.7 Sedangkan, langkah asosiasi yang 

diambil oleh pemerintah Belanda yaitu dengan mengabulkan keinginan orang 

Indonesia memperoleh pendidikan, yang menurut Snouck Hurgronje jika 

                                                           
7 Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, 9. 
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pribumi memperoleh pendidikan maka akan menjamin kekalnya loyalitas 

mereka terhadap pemerintah Belanda. 

Penerapan politik asosiasi ini pada hakekatnya bukanlah berarti 

pengembangan seluruh masyarakat pribumi, karena pada kenyataanya tidak 

semua pribumi disentuh oleh kebijakan politik asosiasi ini. Dalam paraktiknya 

yang berhasil disentuh hanya beberapa individu yang diusahakan untuk 

terlepas dari masyarakat pribuminya.Sebagaimana dengan diterapkannya 

kebijakan pendidikan anak-anak bangsawan yang diprakarsai oleh Snouck 

Hurgronje, di mana yang mampu merasakan pendidikan hanyalah putra-putra 

bangsawan saja. Tujuan dari Snouck Hurgrinje untuk memasukkan anak 

pribumi ke dalam sekolah Belanda ini ialah untuk dijadikan kader pribumi 

yang disiapkan menjadi pemimpin bangsanya yang berasosiasi dengan 

Belanda.8 

 

2. Asosiasi Pendidikan 

Untuk melancarkan siasat politik Islamnya, pemerintah Hindia 

Belanda memberikan kesempatan bagi pribumi untuk mengenyam pendidikan 

dengan memberikan kebijaksanaan asosiasi pendidikan bagi daerah 

jajahannya.Meskipun yang dapat menikmati pendidikan hanya anak-anak dari 

kalangan tertentu yaitu kalangan bangsawan dengan materi pendidikan yang 

diberikan ialah pendidikan Barat. 

                                                           
8Ibid., 50. 
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Melalui pemberian pendidikan bagi pribumi ini pemerintah Belanda 

berharap bahwa anak-anak bangsawan yang telah dididik dengan pendidikan 

ala Barat itu mampu menjadi tangan kanannya, sehingga mampu 

mengendalikan masyarakat Indonesia agar eksistensi kolonialisasi dapat terus 

berjalan. Namun, seiring berjalannya waktu pemerintah Belanda menyadari 

bahwa pendidikan akan menjadi dinamit yang sewaktu-waktu akan meledak 

menjadi perlawanan bagi penjajahan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, 

pemerintah Belanda pada tahun-tahun selanjutnya lebih memperjelas langkah 

pengawasan pada asosiasi pendidikan yang diberikan dengan melakukan 

pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang semakin 

berkembang.9Selain itu, pemerintah kolonial juga mengeluarkan 

kebijaksanaan berupa ordonansi guru dan ordonansi sekolah liar. 

Kekahawatiran pemerintah Belanda ini, dapat dimaklumi sebab 

kelestarian penjajahan merupakan impian yang diharapkan dapat terwujud, 

sehingga berbagai siasat politik mereka lancarkan baik berupa angin segar 

seperti pemberian pendidikan yang tidak jarang juga dengan batasan dan 

pengawasan sebagai satu paket kebijakan. Terlebih lagi jika melihat 

kenyataan bahwa mayoritas masyarakat yang dijajahnya merupakan orang-

orang Islam, maka kebijaksanaan di bidang pendidikan menempatkan Islam 

sebagai saingannya. Sehinga pada tahun 1905 dikeluarkanlah suatu  

peraturantentang pendidikan agama Islam yang disebut dengan Ordonansi 

                                                           
9 M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 270. 
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Guru, dan dinyatakan berlaku untuk Jawa Madura kecuali Yogyakarta dan 

Solo. 

Sedangkan pada tahun 1923, dengan dikeluarkannya Ordonansi 

Pengawasan oleh pemerintah Belanda, maka aktivitas pendidikan ikut 

terpengaruh dengan semakin terbatasnya pribumi untuk mendapatkan 

pendidikan yang semula cenderung mudah didapatkan melalui sekolah swasta 

milik masyarakat Indonesia.10Namun, karena dirasa mengancam stabilitas 

kolonialisasi, mengakibatkan pemerintah belanda mengambil langkah tegas 

dengan mengeluarkan peraturah bahwa “setiap orang yang hendak mendirikan 

suatu lembaga pendidikan, harus memberitahukan maksudnya secara tertulis 

kepada kepala daerah setempat, dengan menyebutkan cara pengajaran dan 

tempat mengajarnya”. 

 

C. Kebijakan Politik Pengawasan 

Sebagaimana prinsip politik Islam Snouck Hurgronje, bahwa pemerintah 

Hindia Belanda tidak boleh mentolerir timbulnya gerakan fanatisme Islam yang 

dinilianya berpotensi menggoyahkan kekuasaannya. Untuk itu dalam hal ini 

pemerintah Belanda sangat mengawasi setiap gerakan orang Islam yang 

dipandang sebagai gerakan fanatik Islam seperti Pan Islam dan Tarekat. Kedua 

gerakan tersebut dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai gerakan berbahaya 

yang akan mengancam eksistensinya di bumi Nusantara. Sehingga pemerintah 

                                                           
10 Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, 58. 
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Belanda dalam mengeluarkan kebijaksanaan, terkadang nampak sebagai suatu 

bentuk kewaspadaan dan reaksi dari kecurigaan yang berlebihan. 

1. Gerakan Tarekat 

Pemerintah Hindia Belanda memang sejak lama sangat khawatir 

dan penuh curiga jika terdapat orang-oraang Islam yang berkelompok 

membentuk suatu majelis perkumpulan. Hal demikian ini disebabkan oleh 

rasa ketakutan pemerintah kolonial terhadap tarekat, karena mereka yakin 

bahwa gerakan tarekat akan digunakan sebagai basis kekuatan untuk 

memberontak oleh pemimpin-pemimpin fanatik Islam.11 Ketakutan 

pemerintah Belanda ini terlihat jelas pada beberapa peristiwa seperti: 

peristiwa Cianjur Sukabumi pada tahun 1885, peristiwa Cilegon Banten pada 

tahun 1888 dan peristiwa Garut pada tahun 1919. 

Pada kenyataanya penyebab meletusnya peristiwa-peristiwa 

tersebut ialah tidak sepenuhnya disebabkan oleh menyimpangnya gerakan 

tarekat seperti yang dikhawatirkan pemerintah Belanda mampu menimbulkan 

kekacauan ataupun suatu gerakan pemberontakan. Sebaliknya, dalam pada itu 

penyebab terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yakni dikarenakan 

propaganda pemerintah Belanda yang sering mengaitkan masalah lain kepada 

masalah tarekat. Sehingga yang pada dua tahun sebelum tahun 1888 tarekat 

tidak begitu dicurigai dan diawasi menjadi lebih diperketat pengawasan 

terhadapnya. Hal ini tidak lain dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk 

                                                           
11Ibid., 64. 
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sekali lagi membatasi gerak orang-orang Islam agar tidak muncul bibit-bibit 

pemberontakan yang mengancam kekuasaan pemerintah penguasa. 

 

2. Gerakan Pan Islam 

Sebagaimana kekhawatiran pemerintah Belanda terhadap gerakan 

tarekat, terhadap Gerakan Pan Islam pemerintah kolonial juga penuh curiga 

dan selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang akan mengancam 

kekuasaannya. Jikalau gerakan tarekat merupakan bahaya dari dalam, maka 

gerakan Pan Islam merupakan bahaya dari luar. Dalam kaitannya dengan ini, 

para haji lah yang seringkali dicurigai sebagai faktor pembawa Pan Islam dari 

luar, sehingga gerak-gerik mereka sering diawasi oleh pemerintah Belanda. 

Pengertian Pan Islam secara klasik adalah penyatuan seluruh dunia 

Islam di bawah satu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai oleh seorang 

khalifah.Pada masa Usmani Muda, Turki memanfaatkan ide Pan Islam ini 

sebagai kekuatan untuk merangkul seluruh umat Islam untuk bersatu di bawah 

kerajaan Usmani.12 Usaha ini secara cepat mampu menarik perhatian Asia 

Afrika yang pada saat itu hamper seluruhnya sedang dijajah oleh Barat. 

Dalam tahun-tahun selanjutnya, Pan Islam diartikan sekedar sebuah 

usaha untuk menyatukan seluruh umat Islam dalam satu ikatan setia kawan, 

atau menghidupkan rasa ukhuwah Islamiyah di kalangan dunia Islam. 

Meskipun demikian, pengertian ini masih saja dianggap mengancam dunia 

                                                           
12 Ibid., 79. 
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Barat, karena sangat berpontensi membangkitkan perlawanan bangsa-bangsa 

Islam yang dikuasainya. 

Rasa khawatir ini juga dirasakan oleh pemerintah Belanda yang 

berkuasa di Indonesia.Bagaimana tidak, meskipun letak kepulauan Indonesia 

berada jauh dari Turki, namun kenyataan terjalinya hubungan bain antara 

keduanya ini tidak dipungkiri berjalan baik. Hal inilah yang membuat 

pemerintah Belanda merasa khawatir jika ide Pan Islam akan mempengaruhi 

kestabilan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah Belanda bersikap demkian 

ini, sebab mereka tidak lupa pada kenyataan masa lalu yaitu ketika terjadi 

perlawanan Aceh kepada Portugis di Malaka dengan perang sabilnya yang 

terjadi pada abad ke-16, ketika itu Aceh memiliki perwakilan di Istambul, 

sehingga dalam menghadap penjajah Aceh memperoleh bantuan Senjata Api 

dari Turki.Perang ini merupakan perang yang paling akhir, paling pahit dan 

paling lama.Sebab hingga menjelang abad ke-20 segala usaha dilakukan untuk 

mengatasi masalah ini, namun masih belum bisa terselesaikan. 

Melihat kenyataan inilah, Belanda mngambil langkah sigap untuk 

mengantisipasi pengaruh Pan Islam terhadap daerah-daerah kekuasaannya 

yang lain, agar tidak muncul lagi kejadian seperti yang terjadi di Aceh.Oleh 

karenanya, berbagai bentuk pengawasan dilakakuan salah satunya yakni 

pengawasan terhadap para haji dan orang-orang Indonesia yang bermukim di 

Makkah. 


